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WALIKOTA DENPA%AR

PROVINSI BALI |

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 7 TAHUN 201( |

TENTANG

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

. 1
Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

bahwa dalam rangka membantu meringankan beban
masyarakat dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah
wasiat dipandang perlu untuk memberikan tarif yang lebih
rendah dari taril Bea Pcrolcha\n Hak Aatas Tanah dan
Bangunan sebelumnya, ;

|

.bahwa untuk menjamin kcpdstlan hukum dan meclindungi .

hak-hak sosial ekonomi masydrdkdt serta perlakuan sccara
adil dalam pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak perlu
diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;

. bahwa berdasarkan pertimbangalm sebagairnana dimaksud

dalam hurul a dan hurul b perlu membentuk Peraturan
Daerah Kota Denpasar tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tcutang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan; |

Pasal 18 ayat (6) Undang- Undcmg Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

.Undang — Undang Nomor 1 Tahun| 1992 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonc;ﬂa Nomor 34695);



3. Undang — Undang Nomor 28 Tahuri 2009 tentang Pajak Dacrah

dan Retribusi Daerah (Lembaran iNegdm Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049); :
|

. Undang-Undang Nomcr 12 Tahun |2011 tentang Pembentukan

Peraturan Pérundang—undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 ’I:‘ambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara chubllk Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lc,mbaran} Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), scbagaimana diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Unda tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Uddang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pcmermtah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); |

i
i

. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis

Pajak Daerah Yang Dipungut Berbasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau‘Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 20 10 Nomor 153, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178 };
i |

|

; !
Dengan Persctujuan Bersa}ma

DEWAN PERWAI\ILAN RAKYAT D!—\ERAI—I| KOTA DENPASAR

Menetapkan

dan ;

WALIKOTA DENPASAR
|
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN
2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN.

Pasal | |

Beberapa : Ketentuan Peraturaéx Daerah Kota Denpasar
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bda Perolehan Hak Atas Tanah
Dan Bangunan (Lembaran Dacrah Kota Denpasar Tahun
2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar
Nomor 7) diubah sebagai berikut?:

1. Ketentuan Pasal 1, diantara éngkd 19 dan 20 disisipkan 1

(satu) angka ydkm angka 19d schlngga berbunyi sebagai
berikut: ;

|



Pasal 1

Dalam Peraturan Daeranh yang difnaksud dengan :

1.

2.

10:

1iL.

|

Kota adalah Kota Denpasari.

Pemerintah Kota adalah Pe".;rnerintah Kota Denpasar.

Walikota adalah Walikota Qenpasar.

Dewan « Perwakilan Rz—;kyal;‘i Daerah, yang sclanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Denpasar. |

Dinas Pendapatan adala}il Dinas . Pendapatan Kota
Denpasar | . e

|

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang| berlaku.

Badan adalah éekumpulaniora.ng dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, bajk yang melakukan .usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perser’ioan komanditer, perscroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN]), atau
badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, | perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap. |

|
Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota
Denpasar. |

Kantor Lelaﬁg Negara adaiah Kantor Leiang Negara di

Provinsi Bali. “
Bea Perolehan Hak atas 'Iandh dan Bangunan, yang
selanjutnya disingkat BPHTB, 'adalah pajak alas
perolehan hak atas tanah Cllan/atau bangunan.

|
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunaian
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. '
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15.

16

17.

18.
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19a.

Perolehan Hak atas '[‘ana.hiddn/atdu Bangunan adalah
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan olch

orang pribadi atau Badan. i

Hak atas Tanah dan/atau| k atas

tanah, termasuk hak pengclo]aan beserta bangunan di
atasnya scbagaimana dimaksud dalam undang-
undang di bidang pcrLanahdn dan bangunan.

Bangunan adalah kcmstrukm teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan
peddlaman dan/atau laut.
Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat

JOP adalah harga rata-rata yang dlperoleh dari
Lran_bakm jual beli yang |terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat |transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek
lain yang sejenis, atau nilaj perolehan baru, atau NJOP
pengganti.

%ubjék Pajak adalah oranlg, pribadi atau Badan yang

dapat dikenakan Bea Perolc,hcm Hak atas Tanah dan
Bang,unan .l

Wajib Pajak adaiah orang ]::pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotolng pajak, dan pemungut
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentugn' peraturan perundang-
undangan perpajakan daer’ah

Bea Perolehan Hak atas Td‘[’ldh dan Bangunan yang
terutang adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan yang harus d‘lbayar dalam Masa Pajak
sesuai - dengan ketentuan peraturan perundang-
urdangan pcrpajakan daerah

Pemungutan adalah suatug rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data| dbjek dan subjek pajak,
penentuan besarnya pd_]dk yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak| kepada Wajib Pajak serta
pengawasan penyetorannya

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah éurat yang digunakan oleh
Wajib  Pajak untuk melaporkan  penghitungan
dan/atau pembayaran pajak objek pajak dan/atau
bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerfa.h
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22,

23.

24.

25.

26.

27,

Surat Setoran Pajak Daerah, yang sclanjutnya
disingkat SSPD, adalah| bukti pembayaran atau
penyetoran pajak ya‘ng dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalm tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Wahkota

Surat Ketetapan Pajak Djﬁcrah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan beqarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, _}Umldh kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya |sanksi administratif, dan
jumlah paj ak yang harus dlbayar

Surat Ketetapan PaJak Daerah  Kurang Bayar
Tambahan, yang sclanjutnya disingkat SKPDKBT,
adalah surat ketetapan' pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah paquk yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daérah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Ipaerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingka SKPDLB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan j mlah kelebithan pembayaran
pajak karena jumlah kredif pajak lebih besar dari pada
pajak terutang atau scharlisnya tidak terutang.

1
Surat Taglhan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat STPD, adalah surat ntuk melakukan tagihan
pajak dan/dtau sanksi adrnlrustrauf berupa bunga
dan/atau denda. |

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan
atas keberatan terhaddp Surat Ketetapan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Surat
Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang
Bayar Tambahan, Surat KeLeLapan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bang,unan Nihil, Surat Ketetapan Bea
Perolehan Hak atas Tanah|dan Bangunan Lebih Bayar,
atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga yang dla_]ukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Bandmg, adalah putusan badan peradllan
pajak alas banding tgrhadap Surat Keputusan
Keberatan yang digjukan c)lch Wajib Pajak.
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Ketentuany Pasal 7 diubah llsehingga berbunyi sebagai
berikut : 5
|

Pasal 7

(1) Taril Bea Perolehan Hak V\Las Tanah dan Bangunan
ditetapkan scbesar § % (liri?a Persen).

(2) Pengenaan tarifl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebesar 0 % (Nbl Persen) untuk waris atau
hibah wasiat yang diterim;a orang pribadi yang masih
dalam hubungan 'l{eluaﬁga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat
ke bawah dengan pembéri: hibah wasiat termasuk
suami istri. | '

(3) Terhadap pemberian waris atau hibah wasiat kepada
yang berhak menerima waris atau hibah wasiat yang
memiliki hubungan darah! lebih dari 1 (satu) derajat
garis lurus keatas dan |/ atau kebawah (sampai
dengan derajat ke S (lima)) dan hubungan darah
kesamping dikenakan tarif 0,001% (Nol Koma Nol Nol
Satu Persen). '

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut : |
.Pasal 13 .

(1) Wajib Pajak wajib men‘ghitung,‘ memperhitungkan
dan menetapkan sendiri BPHTB yang terutang
berdasarkan SPTPD.

(2) Wajib Pajak s‘ebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menyampaikan SHI’TPD secara benar dan
lengkap kepada Walikota. |

|
i
1 i



Pasal Ilg

) Peraturan = Daerah ini mulaii berlaku pada tanggal '
diundangkan. |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota De(ltnpasar.

Dité;:tapkan di Denpasar
pad;a tanggal 1 April 2016
! .
, WAELIKOTA DENPASAR,

Y
RA]LD RMAWIJAYA MANTRA

1
|

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 1 April 2016 1

SEKRETARIS DAE77H
RAI ISWAR
LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI
(NOMOR 1,15/2016 )
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PENJELASAN
ATAS 3
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG | .
PERUBAHANATASPERATURN{DAERAH

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH E;)AN BANGUNAN

[ UMUM ’ |

l?emerintah Kota untuk bisa memberikan pelayanan publik secara

optimal kepada masyarakat, harus diimbangi dengan ketersediaan dana

yang lebih memadai dalam penyelengéaraan pemerintahan dan
pembangunan di daerah. ‘
|

Dalam rangka optimasi penerimaan daerah yang bersumber dari

pajak daerah untuk 'membiayai penyeleng’ggaraan pemerintahan dan

pembangunan dan perlu dikelola dan df"manfaatkan dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan atas Peraturan Daerah Kot Denpasar Nomor 7 Tahun
2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diharapkan
dapat memenuhi asas-asas keadilan, kepastian hukum, legalitas dan
system administrasi perpajakan yang memwl!idahkan Wajib Pajak dalam
membayar pajak. |

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Pasal 7
Ayat (1) i
Cukup Jelas .
. Ayat (2) f

~ Yang dimaksud dengan |“garis keturunan lurus satu

derajat” adalah anak, dein selanjutnya sesuai dengan

silsilah. |
- Yang dimaksud dengan “suami/istri“ adalah
hubungan suami/istri| yang sah sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan.



Ayat (3) |
yang dimaksud dengan “hubungan darah kesamping”
adalah saudara dan selanjutnya sampai dengan derajat

kelimé; =
Pasal [l . 7 ‘
Cukup Jelas : |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASA:;R NOMOR 1
!

i
|
i
i
|
|
i
i
|
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